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engan memanjatkan puji syukur
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha

Esa, telah

yang
melimpahkan rahmat dan hidayahNya,
sehingga kami dapat menyusun Rencana
Strategis 2020-2024 Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah.

Pada dasarnya renstra merupakan
suatu perencanaan jangka panjang yang
dimaksudkan agar organisasi dapat secara
proaktif beradaptasi dengan perubahan
lingkungan  organisasi internal dan
eksternal. Dalam penyusunan perencanaan
Sulawesi

strategis, Pengadilan Tinggi

Tengah  mempertimbangkan berbagai
permasalahan dan perubahan strategis
yang dihadapi oleh Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah.

KATA PENGANTAR

Penyusunan renstra ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai pedoman dan
arahan yang tepat bagi Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah dalam menyesuaikan

perubahan strategis organisasi khususnya
dalam memenuhi kebutuhan dan harapan

para pencari keadilan di wilayah

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Rencana Pengadilan Tinggi

2020-2024,

Strategis
Sulawesi  Tengah Tahun

merupakan dokumen perencanaan

strategis yang menggambarkan visi, misi,
program dan

tujuan, sasaran strategis,

kegiatan manajemen peradilan.

Dengan tersusunnya Rencana Strategis ini, diharapkan adanya peningkatan
transparansi dan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana

Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020-2024 yang lebih akuntabel.
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Dibentuknya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari
pembentukan Pengadilan Tinggi Manado, yang pada awal berdirinya dibentuk
dengan Nama Pengadilan Tinggi Sulutteng sebagaimana Undang-Undang Nomor :
12 Tahun 1968, sehingga wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada
awalnya sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah merupakan bagian
dari wilayah hukum Pengadilan Tinggi Manado.

Seiring dengan tuntutan kebutuhan akan pelayanan dibidang Yudisial
diwilayah pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka pada tanggal 20 Agustus
1982 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1982, sebagian
wilayah dari Pengadilan Tinggi Manado dimekarkan sehingga terbentuklah
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan wilayah hukumnya mencakup seluruh
wilayah pemerintahan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah.

Sejak diresmikan pada tanggal 13 Desember 1982 oleh Menteri Kehakiman
Bpk. ALI SAID, S.H., Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang berkedudukan di Kota
Madya Palu, dijabat oleh ketua yang pertama yakni Bpk. SUKARNO, S.H., dengan
membawahi 4 (empat) Pengadilan Negeri, masing-masing : Pengadilan Negeri Palu,
Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Negeri Luwuk, Pengadilan Negeri Toli-toli

Namun seiring dengan perkembangan masyarakat dimana terjadi
pemekaran wilayah dalam pemerintahan Propinsi Sulawesi Tengah, maka Jumlah
Pengadilan Negeri pun bertambah dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Donggala
sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 97 tahun 2004, kemudian pembentukan

Pengadilan Negeri Buol sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 2 tahun 2007 dan
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pembentukan Pengadilan Negeri Parigi sebagaimana Keputusan Presiden Nomor 3
tahun 2008, sehingga jumlah Pengadilan Negeri diwilayah Hukum Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah telah menjadi Tujuh Pengadilan Negeri yang masing-masing :
Pengadilan Negeri Palu Kelas IA, Pengadilan Negeri Poso Kelas IB, Pengadilan
Negeri Luwuk Kelas II, Pengadilan Negeri Toli-toli Kelas II, Pengadilan Negeri
Donggala Kelas II, Pengadilan Negeri Buol Kelas II, Pengadilan Negeri Parigi Kelas II.

Pada Tahun 2020 jumlah pegawai berdasarkan jabatan dan golongan di
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 57 (lima puluh tujuh) orang dengan

rincian sebagai berikut :

Ketua : 1 Orang
Wakil Ketua : 1 Orang
Hakim/Hakim Ad Hoc : 22 Orang
Hakim Yustisial : 1 Orang
Panitera/Sekretaris : 2 Orang
Panmud/Kabag/Kasub : 10 Orang
Panitera Pengganti : 6 Orang
Pranata Komputer : 1O0rang
Staf : 13 Orang

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai voorpost Mahkamah Agung berusaha
mewujudkan sebagaimana yang telah diskenariokan dalam “Cetak Biru Mahkamah
Agung 2010-2035”, menuju cita-cita “Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang
Agung”. Sejalan dengan reformasi birokrasi di Mahkamah Agung RI sebagaimana
disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, dalam pasal

51 menyatakan :
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1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan
perkara perdata di Tingkat Banding,.

2. Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di Tingkat Pertama
dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di
daerah hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangan tersebut, Pengadilan Tinggi

menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

Fungsi Mengadili (judicialpower), yakni memeriksa dan mengadili perkara-

perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan

berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan

mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”

Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk
kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik
menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.

Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan
tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita
Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan di
tingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum
kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman).

Fungsi Administratif, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan.

Fungsi Lainnya :

a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan
beracara di Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah.
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Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah juga melakukan Reformasi Birokrasi
yang dimanifestasikan ke dalam visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
yang kemudian dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsinya, antara lain sebagai

berikut :

1. Penyelesaian Perkara
Percepatan penanganan perkara baik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
maupun di Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya terus-menerus dilakukan.
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 masih menjadi acuan
dalam penyelesaian perkara, yaitu penyelesaian perkara tingkat banding harus
dilakukan paling lambat 3 bulan, dan dan tingkat pertama paling lambat 5
bulan.

2. Manajemen Perkara
Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat pertama dan banding
telah diwujudkan dengan dibangunnya case management system di semua
lingkungan peradilan. Penyempurnaan manajemen perkara dilakukan dengan
pemberlakukan template dan standarisasi penomoran perkara yang ditetapkan
dengan SK KMA Nomor 44 /KMA/SK/II1/2014 tanggal 20 Maret 2014. Dokumen
template hasil standarisasi tersebut diintegrasikan dengan sistem informasi
manajemen perkara, dimana pada lingkungan peradilan umum menggunakan
Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dibangun oleh Mahkamah
Agung RI Manajemen perkara pada SIPP semakin disempurnakan dengan
fasilitas manajemen perkara pidana anak.

3. Keterbukaan Informasi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melakukan pembenahan terhadap
pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor
144/KMA/SK/1/2011, Tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.
Kebijakan mengenai keterbukaan informasi yang dilaksanakan pada tahun 2016
tersebut meliputi : peningkatan publikasi putusan pada direktori putusan
Mahkamah Agung RI http://putusan.mahkamahagung.go.id, peningkatan
publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran
Perkara (SIPP), peningkatan pengelolaan website, dan peningkatan pelayanan

meja informasi di pengadilan.
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4. Pengawasan rutin/ regular
Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006, tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus melaksanakan pengawasan rutin/
regular, yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap
Pengadilan Negeri se-wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
Pengawasan rutin/ regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap
menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan.

5. Penanganan Pengaduan
Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No.9
Tahun 2016. Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung
Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2016, tanggal 24 Agustus 2006, tentang
Pedoman Penanganan pengaduan (Whistleblowing System) Di Mahkamah
Agung Dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya, Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah pada periode 2016 terus melaksanakan sosialisasi Sistem
Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI yang dilakukan dengan sosialisasi
secara langsung mendatangi Pengadilan Negeri yang berada dibawahnya.

6. Peningkatan Pelayanan Publik
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan pelayanan publik demi mewujudkan visi badan peradilan yang
agung. Salah satuanya adalah mengikuti program Akreditasi Penjaminan Mutu
Badan peradilan Umum. Akreditasi Penjaminan Mutu yang dibentuk Ditjen
Badilum ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat
pada saat ini dan untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan Indonesia
yang Unggul (Indonesian Court Performance Excellent/ICPE). Adapun Kriteria
penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu: 1) Kepemimpinan
(leadership); 2) Perencanaan Strategis (strategic planning); 3) Fokus Pelanggan
(customer focus); 4) Sistem Dokumentasi (document system); 5) Manajemen
Sumber Daya (resource management); 6) Manajemen Proses (process
management); dan 7) Hasil Kinerja (performance results). Sampai akhir tahun
2020, pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang

telah terakreditasi sebagai berikut :
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AKREDITASI DI LINGKUNGAN PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TAHUN 2020
NO NAMA PENGADILAN TIPE/KELAS AKREDITASI
1. | Pengadilan Tinggi Palu B A+
2. | Pengadilan Negeri Palu IA A+
3. | Pengadilan Negeri Poso IB A+
4. | Pengadilan Negeri Luwuk I1 A+
5. | Pengadilan Negeri Tolitoli Il A+
6. | Pengadilan Negeri Donggala 11 A+
7. | Pengadilan Negeri Buol I1 A+
8. | Pengadilan Negeri Parigi I B

Tabel 1. Akreditasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Sebagai lembaga yudikatif dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya harus selalu menjaga independensi terbebas
dari pengaruh pihak manapun, kemandirian badan peradilan merupakan salah satu
unsur dalam menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum yang
berkeadilan bagi masyarakat. Pemenuhan tuntutan masyarakat akan hadirnya
keadilan diruang ruang sidang pengadilan menjadi harapan bagi setiap warga
negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Seiring dengan perkembangan
dunia global dan teknologi informasi yang begitu pesat menjadikan masyarakat
semakin kritis akan hukum sehingga pemenuhan tuntutan kepastian hukum
menjadi semakin tinggi.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam memenuhi tuntutan masyarakat
pencari keadilan maka potensi dan permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah akan semakin kompleks dengan banyaknya tantangan tersebut
maka dituntut adanya peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

dalam mempercepat terwujudnya kepastian hukum yang berkeadilan. Disamping
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banyaknya permasalahan yang dihadapi, namun Mahkamah Agung mempunyai
potensi yang cukup banyak untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan
untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan
permasalahan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah :

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mencakup hal-hal yang
memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan
hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan voorpost (kawal depan) Mahkamah Agung RI di wilayah propinsi
Sulawesi Tengah

2. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai unsur penegak hukum
terakomodir dalam pembentukan badan koordinasi DILKUMJAKPOL
(Pengadilan Tinggi, Kanwil Hukum dan HAM, Kejaksaan Tinggi dan Polda)
sangat membantu Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan
tugas pokok melalui koordinasi lintas instansi

3. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan
mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

4. Adanya undang - undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah selaku Pengadilan Tingkat banding

5. Bersifat independen, terlepas dari pengaruh lembaga lain

6. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP), Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus terukur dan memenuhi
standar pelayanan minimal peradilan, guna mendukung hal tersebut maka

perlu dibuat pedoman tata cara penyusunan Standar Operasional Prosedur.

Rencana Strategis 2020-2024 | 7



7. Adanya tunjangan kinerja pegawai, Dengan adanya tunjangan Kkinerja ini
menjadikan produktifitas kinerja, disiplin dan integritas aparatur Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat
pencari keadilan meningkat sangat signifikan. Hal ini menjadi kekuatan
Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dalam menjaga
kemandirian pelaksanaan tugas dan fungsi serta mewujudkan harapan
masyarakat akan hadirnya kepastian hukum yang berkeadilan.

8. Sistem Pengawasan Internal sudah baik, adanya aplikasi e-Montor sebagai alat
membantu pelaksanaan pembinaan dan pengawasan yang lebih efektif dan
efisien.

9. Telah menerapkan Zona Integritas, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah terus
berupaya meningkatkan integritas, performa aparat pengadilan dan pelayanan
pada masyarakat pencari keadilan. Berbagai program telah dilaksanakan
untuk mendorong terjadinya perubahan yang signifikan di pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah, salah satunya adalah upaya untuk mewujudkan Zona
Integritas. Proses pembangunan Zona Integritas merupakan tindaklanjut
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas yang difokuskan pada penerapan
program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen
SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Dalam hal
penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan
satuan kerja yang bersih dan bebas KKN sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan good governance dan
clean government menuju aparatur Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang

bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta
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meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Di Tahun 2020 Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah berhasil memenuhi standar penilaian dan
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
B. Kelemahan (Weakness)
Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dirinci
dalam beberapa aspek:
1.  Aspek Proses Peradilan
e Belum ada Undang Undang Contempt of Court yang dapat menjaga
kewibawaan pengadilan.
2.  Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum mempunyai kewenangan
untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
e Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan
kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah
3. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Belum maksimal penerapan sistem manajemen perkara berbasis
teknologi informasi
e Para user belum memanfaatkan secara optimal sistem manajemen
perkara berbasis teknologi informasi

4.  Aspek Sarana dan Prasarana

e Anggaran yang diterima Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dari pusat
belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

C. Peluang (Opportunities)
Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :
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1. Aspek Proses Peradilan
e Adanya website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang memberikan
informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara dan informasi
data perkara
e Tersedianya pelayanan publik melalui meja informasi sebagaimana SK KMA No.
[-144/KMA/SK/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
e Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan
kinerja
¢ Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan
kualitas sumber daya manusia
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk
internal maupun eksternal ke Pengadilan Negeri sewilayah hukum Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah sebanyak 2 kali dalam setahun
e Adanya kegiatan pembinaan baik oleh Ketua, Wakil Ketua maupun Hakim
Tinggi Pengawas yang dilakukan sekali setiap tahun
e Adanya aplikasi SIWAS untuk menerima pengaduan baik oleh masyarakat
pencari keadilan maupun dari warga peradilan sendiri
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
e Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan di wilayah hukum
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

5. Aspek Sarana dan Prasarana
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e Telah tersedia meja informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah bagi para
pencari keadilan
e Telah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah berupa internet, website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
D. Tantangan yang dihadapi (Threats)
Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat
melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.
1. Aspek Proses Peradilan
e Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

e Personil di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah belum seluruhnya menguasai
visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

e Tuntutan publik terhadap pelaksanaan tugas aparat sangat tinggi sedangkan
jumlah aparat yang tersedia tidak seimbang

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
e Belum adanya sistem reward & punishment untuk mengontrol kinerja aparat
peradilan
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

e Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman
administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
membutuhkan waktu lebih lama

e Banyaknya perkara Tipikor yang ditangani di Pengadilan Tipikor pada
Pengadilan Negeri Palu menyebabkan keterlambatan proses minutasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai

dengan kebutuhan

Rencana Strategis 2020-2024 | 11



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN
© o

2.1. VISI

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Tahun 2020 - 2024
merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-
tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan,
penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan
peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai
pedoman dan tolak ukur kinerja Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diselaraskan
dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan
rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana
Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 - 2025 dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020 - 2024, sebagai pedoman dan
pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan
dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 - 2024.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan
yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

Visi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengacu pada Visi Mahkamah

Agung RI adalah sebagai berikut :

2.2, MISI
Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi

yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan

baik.
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Misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, adalah sebagai berikut :
1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah.

2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Pokok dimaksud, sebagai berikut :
Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu
sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi
dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah
sebagai berikut:

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Tujuan ini diukur dengan menggunakan indikator : Index Kepuasan Masyarakat
yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan. Tujuan ini diukur
dengan menggunakan indikator : Persentase putusan perkara yang menarik
perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari
setelah putus.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata,

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menggunakan 2 (dua) sasaran strategis sebagai

berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
» Persentase sisa perkara yang diselesaikan
e Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
» Persentase penurunan sisa perkara
e Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum ( Kasasi,
Peninjauan Kembali )

¢ Indeks Kepuasan Masyarakat yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi.
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2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
e Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat
diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah menggunakan program dan kegiatan sesuai program dan kegiatan
Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Program : Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
Mahkamah Agung.
Kegiatan : Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan
administrasi.
Indikator Kegiatan : Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non
operasional satker daerah.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :
e Persentase sisa perkara yang diselesaikan
e Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
e Persentase penurunan sisa perkara
e Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah putus
banding : Kasasi, Peninjauan Kembali
2. Program : Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Mahkamah Agung RI
Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung
Indikator Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana pendukung SIPP.
Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :
¢ Index Kepuasan Masyarakat yang puas tehadap layanan Pengadilan Tinggi
e Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Program : Peningkatan manajemen peradilan umum
Kegiatan : Peningkatan manajemen peradilan umum
Indikator Kegiatan : Perkara peradilan umum yang diselesaikan ditingkat
banding secara tepat waktu. Program dan kegiatan ini untuk mendukung
capaian indikator kinerja : Persentase salinan putusan yang dikirim ke

Pengadilan pengaju tepat waktu.
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2.4. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan
sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan

indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :
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Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

1. Memenuhi Kebutuhan 1. Peningkatan penyelesaian perkara a. Persentase sisa perkara yang
penyelesaian diselesaikan
perkara - Pidana M 1200 [ 1200 [ 200 [ 100 [ 100
- Perdata M 1200 [ 200 [ 100 [ 100 [ 100
- Tipikor M 1200 [ 100 [ 200 [ 100 [ 100
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu
- Pidana 96 97 97,5 98 98,5
- Perdata 96 97 97,5 98 98,5
- Tipikor 96 97 97,5 98 98,5
c. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana 95 o5 97 97 o8
- Perdata 95 95 97 97 98
- Tipikor 95 95 97 97 98
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum setelah
di tingkat banding (kasasi, PK)
- Pidana 60 60 62 63 63
- Perdata 40 40 45 45 50
- Tipikor 35 35 40 40 45
e. Index responden pencari keadilan 87 87 90 90 90
yang puas terhadap layanan
peradilan
2. Meningkatkan Efektifitas 2. Peningkatan efektifitas pengelolaan a. Persentase salinan putusan yang
Pengelolaan penyelesaian perkara diterima oleh pengadilan pengaju
penyelesaian Perkara tepat waktu
- Pidana 100 100 100 100 100
- Perdata 100 100 100 100 100
- Tipikor 100 100 100 100 100
3. Peningkatan aksesbilitas masyarakat b. Persentase putusan pekara yang
terhadap peradilan (access to justice) menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus
- Tipikor 100 100 100 100 100

Tabel 2. Hubungan Tujuan Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Kinerja




2.5. PROGRAM DAN KEGIATAN
Sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat
rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan
program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara,
tertib administrasi perkara, dan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan.
Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum
adalah :

1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor

2. Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu Pidana, Perdata, dan
Tipikor

3. Jumlah Penurunan sisa Perkara dari tahun ke tahun Pidana, Perdata, dan
Tipikor

4. Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum setelah ke tingkat
banding (Kasasi dan PK) Pidana, Perdata, dan Tipikor

5. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

6. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis
menciptakan pengelolaan penyelesaian perkara yang efektif serta
meningkatkan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok
yang dilaksanakan dalam program ini adalah :
1. Jumlah salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat
waktu.
2. Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat

diakses secara online dalam 1 hari setelah diproses.
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c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah
Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana

dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan

prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
o

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun

2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya

Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan 7

(tujuh) sasaran sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
Kebijakan untuk mewujudkan sasaran strategis ini adalah :
a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar
b. Pembatasan Perkara Kasasi
c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat
keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang
Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa
seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam
jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister. Penyelesaian perkara
untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua
Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan
Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat
Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara
pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan,
ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasi.

3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
Untuk mewujudkan sasaran strategispeningkatn akses peradilan bagi
masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 ( tiga )arah kebijakan
sebagai berikut : (1) Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin, (2)

Sidang keliling/zitting plaats dan (3) Pos Pelayanan Bantuan Hukum.
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4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung
dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui
laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat
terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi
tertentu agar dapat diselesaikan melalui small claim court sehingga tidak harus
terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi
sebagai payung hukum terlaksananya small claim court.

5. Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan
Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya Assessment untuk Pejabat
setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan
Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III
dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM
Berbasis Kompetensi (Competency Based HR Management),

menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil assessment,
pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan
(capacity building), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan
aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian
kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen
informasi yang terkomputerasi.

6. Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang
terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan
akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Transparansi kinerja
secara efektif dan efisien; (2) Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi
Terintegrasi dan (3) Pengembangan Kompetensi SDM berbasis TI.

7. Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya
Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur
peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penguatan SDM
pelaksana fungsi pengawasan; (2) Penggunaan parameter obyektif dalam

pelaksanaan pengawasan; (3) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas pelayanan
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peradilan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan
Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.

8. Meningkatnya tranparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.
Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas
SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Penataan pola rekrutmen
Sumber Daya Manusia Peradilan; (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber

Daya Manusia Peradilan.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang
ditetapkan, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menetapkan arah dan kebijakan dan

strategi sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem
manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat
pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat
mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses
peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan
kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur
peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan

strategi peningkatan kinerja :

e Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi
sesuai dengan kompetensi.

e Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin
berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa
keadilan masyarakat.

e Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.

e Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan

teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.
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2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik,
diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

e Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas
hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima
layanan.

e Memiliki mekanisme penanganan pengaduan

e Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

publik

3.3 KERANGKA REGULASI

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam
RPJM tahun 2020-2024 yang diamanatkan kepada setiap kementrian/lembaga
maka kementerian/lembaga dimaksud harus menetapkan kerangka regulasi yang
dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka
regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi,
mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaran negara dalam
rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf
c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional No. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga Tahun 2020-2024
Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun
2020-2024 adalah :
a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan
pembangunan,
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas
pembangunan,
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan
regulasi.
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam merealisasikan program
pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan
kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga
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yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Sulawesi

Tengah.

Berikut ini beberapa regulasi yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah pada beberapa area reformasi birokrasi pada tahun 2020.
1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Regulasi pada area Manajemen Perubahan :

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mengeluarkan Komitmen Bersama
untuk melaksanakan pelayanan berstandar pada Standar Tim Akreditasi
Mahkamah Agung RI, Kesepakatan bersama dan ditanda tangani oleh Para
Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional serta Karyawan dan Karyawati
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang dalam meningkatkan pelayanan
pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menandatangani Piagam
Pencanangan Pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari
Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim
Pengendalian Gratifikasi dengan surat Kkeputusan nomor : W21-
U/67/0T.00/1/2021.

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Kerja
Pembangunan Zona Integritas dengan surat keputusan nomor : W21-

U/05/SK/HM.01.1/1/2021.

2. PERUNDANG-UNDANGAN

Regulasi pada area Perundang-undangan :

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Revisi
Standar Operasional Prosedur pada bidang Kepaniteraan dan bidang
Kesekretariatan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan surat
keputusan nomor : W21-U/70/KP.04.03/1/2021.

3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI
Regulasi pada area Penataan dan Penguatan Organisasi :
e Penunjukan Tim Penyusun Review Rencana Strategis Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah Tahun 2020-2024, melalui Surat Keputusan Ketua
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Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/150/0T.01.2/X11/2020
tanggal 14 Desember 2020.

e Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor: W21-
U/149/0T.01.2/X11/2020 tanggal 17 Desember 2020, tentang Penetapan

Review Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

4. PENATAAN TATA LAKSANA

Regulasi pada area Penataan Tata Laksana :

e Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah membentuk Tim Monitoring
dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, dengan surat keputusan nomor : W21-
U/68/0T.00/1/2021.

e Perubahan Keenam atas Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tentang Penetapan besarnya biaya perkara Perdata di Tingkat Banding
dengan surat keputusan nomor : W21-U/03/HK.02/1/2021 tanggal 4 Januari
2021.

5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA

Regulasi pada area Manajemen Sumber Daya Manusia meliputi :

e Penunjukan Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/51/KP.04.6/1/2021 tanggal 18
Januari 2021. tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

e Penunjukan Susunan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah,
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor:
W21-U/02/KP.04.6/1/2021 tanggal 4 Januari 2021. tentang Susunan Majelis
Hakim Tingkat Banding, Perkara Perdata, Pidana Umum, Tindak Pidana
Korupsi dan Pidana Anak pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS
Regulasi pada area Penguatan Akuntabilitas :
Penunjukan Tim dalam penyusunan : LK]JiP dokumen PK, RKT, Reviu IKU

Reviu Renstra melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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Nomor : W21-U/152/0T.01.2/X11/2020 tanggal 30 Desember 2020. Tentang
Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LK;jIP)
Tahun 2020 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2021 Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah.

7. PENGUATAN PENGAWASAN

Regulasi pada area Penguatan Pengawasan :

e Penunjukan Hakim Pengawas Daerah melalui Surat Keputusan Ketua
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/012/PS.00/1/2021
tanggal 4 Januari 2021 tentang Penunjukkan Hakim Tinggi dan Hakim Adhoc
Pengawas Daerah.

e Penunjukan Hakim Pengawas Bidang, Humas dan Penanganan Pengaduan
melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor :
W21-U/04/PS.00/1/2021 tanggal 05 Januari 2021.

e Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan melalui Surat
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-
U/69/Rev/0T.01.3/1/2021 tanggal 28 Januari 2021.

8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Regulasi pada area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik:

e Penunjukkan Pengelolah Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/14/0T.01.3/11/2020 tanggal 3
Februari 2020 tentang Penunjukkan Pengelolaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu.

e Penunjukkan Pengelola Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), pada
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan
Tinggi Sulawesi Tengah Nomor : W21-U/71/PS.00/1/2021 tanggal 28 Januari
2021.
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KERANGKA REGULASI

ISU STRATEGIS

ARAH KEBIJAKAN
2020-2024

ARAH KERANGKA REGULASI

KEBUTUHAN REGULASI

Peningkatan
Penyelesaian Perkara

Peningkatan
efektifitas
pengelolaan
penyelesaian perkara
serta tertib

Peningkatan
aksesbilitas
masyarakat terhadap
peradilan

Peningkatan Kualitas
Pengawasan

Peningkatan kualitas
sumber daya

Peningkatan
penyediaan sarana
dan

Penyelesaian perkara di
Pengadilan

Standar Pelayanan
Peradilan

Penerapan Sistem Informasi
Manajemen Perkara
berbasis elektronik

Pedoman Pengawasan di
lingkungan Peradilan

Pola Promosi hakim,
Kepaniteraan dan
Kesekretariatan di
Lingkungan Peradilan

Standar Pelayanan
Peradilan

- Implementasi SK KMA tentang
percepatan penyelesaian perkara
- Pembentukan landasan hukum utk

meminimalisir sisa perkara akhir tahun

- Peningkatan pelayanan publik
- Implementasi SK KMA tentang Standar Pelayanan

Pengadilan

- Implementasi SK 144 /2007 mengenai keterbukaan

informasi pengadilan.

- Implementasi SE tentang pembinaan dan

pengawasan

- Standarisasi pelaksanaan Bimtek

- Implementasi PP No 94 Tahun 2012 Pemberian

jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim

- Juklak/juknis tentang percepatan

penyelesaian perkara

- SK KMARI No. 026 Tahun 2012

Standar Pelayanan Pengadilan

Tentang

- SK KMA tentang template putusan banding

- Pembuatan surat edaran peningkatan

pelayanan publik

- SE No 5 Tahun 1993 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Organisasi dan Tata Kerja

serta Pejabat Kepaniteraan Pengadilan.

- Juklak/Juknis pelaksanaan teknis

- Juklak/Juknis tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Hakim yang berada di bawah
Mahkamah Agung

Tabel 3. Kerangka Regulasi
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3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah adalah pelaksana kekuasaan kehakiman
yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di
Propinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima,
memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan
kepadanya dan tugas lain yang diberikan kepadanya berdasarkan peraturan

perundang-undangan.

Tugas Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menurut Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang

Peradilan Umum dalam pasal 51 menyatakan sebagai berikut :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara
perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986
Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan
Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang- Undang No. 49 Tahun
2009).

2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang
hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat
(1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah
pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang
No. 49 Tahun 2009).

3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan
undang-undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No. 8 Tahun
2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Mengadili (Judicial Power), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara

yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.

2. Fungsi Pembinaan, yakni memberikan pengarahan diwilayah hukumnya,
menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum,

perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
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3. Fungsi Pengawasan, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah
laku Hakim, Pejabat struktur dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap
jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama
dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi

umum

4. Fungsi Nasihat, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum

kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.

5. Fungsi Administrasi, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis

peradilan dan administrasi peradilan.

Struktur organisasi dan numenklatur jabatan Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah mengacu pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagai berikut

1. Ketua sebagai kawal depan (voorpost) Mahkamah Agung, yaitu dalam hal
melakukan Pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan, para Hakim dan
pejabat Kepaniteraan, masalah-masalah hukum yang timbul, masalah tingkah
laku/perbuatan Hakim dan pejabat Kepaniteraan, masalah eksekusi yang berada
diwilayah hukumnya untuk diselesaikan dan dilaporkan kepada Makamah Agung,
menerima laporan penanganan perkara dan laporan tetang Penasehat Hukum dan
Notaris dari Peradilan Negeri dan mengevaluasinya untuk dilaporkan kepada
Makamah Agung, meminta keterangan tentang hal yang berkaitan dengan teknis
pengadilan, membina dan memberikan petunjuk, teguran atau peringatan bila
dipandang perlu, menetapkan suatu perkara banding tanpa biaya, membagi
perkara kepada Hakim, memberi izin untuk melaksanakan putusan serta merta
terhadap perkara yang dimohonkan banding, mengevaluasi laporan penanganan
perkara banding yang dilakukan Hakim dan Panitera Pengganti, selanjutnya
mengirimkan laporan dan hasil evaluasinya secara periodik kepada Mahkamah
Agung dan membuat/menyusun legal data tentang putusan perkara-perkara yang
penting di wilayah hukumnya untuk dijadikan regional data bank.

2. Wakil Ketua melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan

melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua kepadanya.
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3. Majelis Hakim bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas
perkara yang diberikan padanya kemudian dalam hal Pengadilan Tinggi melakukan
pemeriksaan tambahan untuk mendengar sendiri para pihak dan saksi, maka Hakim
bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan serta
menandatanganinya, mengemukakan pendapat dalam musyawarah, Hakim wajib
menandatangani putusan yang sudah diucapkan dalam persidangan, melaksanakan
pembinaan dan mengawasi bidang hukum, perdata dan pidana tertentu yang
ditugaskan kepadanya dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi yang ditugaskan kepadanya serta
mengurus kepustakaan hukum yang diterima dari Makamah Agung kepada
Hakim-hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan.

4. Panitera bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan
administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan
perkara, bertanggung jawab atas pengurusan berkas perkara, putusan, dokumen,
bukudaftar, biaya perkara, dan surat-surat lainnya disimpan di Kepaniteraan,
menyelenggarakan administrasi perkara, mengatur tugas Wakil Panitera, Panitera
Muda dan Panitera Pengganti, membuat daftar semua perkara yang diterima di
Kepaniteraan, mengeluarkan salinan putusan, mengirimkan berkas perkara banding
serta putusannya kepada Pengadilan Negeri.

5. SeKkretaris bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi,
organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di
lingkungan Pengadilan Tinggi. Dengan menyelenggarakan fungsi pelaksanaan
urusan perencanaan, program dan anggaran, pelaksanaan urusan kepegawaian,
pelaksanaan urusan keuangan, pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana,
pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik, pelaksanaan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, dan
perpustakaan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan dokumentasi serta pelaporan
di lingkungan Kesekretariatan Pengadilan Tinggi.

6. Panitera Muda Perdata bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara perdata,

memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan,
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mencatat setiap perkara yang diterima kedalam buku daftar disertai catatan singkat
tentang isinya, menyiapkan berkas perkara banding yang telah selesai diputus
untuk dikirim kembali kepada Pengadilan Negeri dan menyerahkan arsip berkas
perkara kepada Panitera Muda Hukum.

7. Panitera Muda Pidana bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, melaksanakan administrasi perkara,
mempersiapkan persidangan perkara, menyimpan berkas perkara yang masih
berjalan dan urusan lain yang berhubungan dengan masalah perkara pidana,
memberi nomor register pada setiap perkara yang diterima di Kepaniteraan
serta memberikan nomor register dan mencatat setiap perkara yang diterima
kedalam buku register, disertai catatan singkat tentang isinya, atau menyiapkan
berkas perkara yang dimohon banding dan menyerahkan perkara kepada Panitera
Muda Hukum.

8. Panitera Muda Khusus bertugas melaksanakan administrasi perkara di bidang
perkara khusus antara lain perkara Tindak Pindana Korupsi dan perkara khusus
lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Panitera Muda
Khusus menyelenggarakan fungsi : Pelaksanaan pemeriksaan dan penalahaan
kelengkapan berkas perkara khusus, pelaksanaan registrasi perkara khusus,
pelaksanaan distribusi perkara khusus yang telah diregister untuk diteruskan
kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim
dari Ketua Pengadilan Tinggi, Pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan
pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan
penahanan bagi perkara bidang pidana khusus, pelaksanaan penerimaan kembali
berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, Pelaksanaan pengiriman salinan
putusan Pengadilan Tinggi beserta berkas perkara bundel A kepada pengadilan
pengaju, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai
kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum, Pelaksanaan urusan
tata usaha kepaniteraan dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Panitera.

9. Panitera Muda Hukum bertugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan, mengumpul, mengolah dan mengkaji data,
menyajikan statistik perkara, menyusun laporan perkara, menyimpan arsip

berkas perkara, dan tugas lainnya yang diberikan berdasarkan peraturan
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perundang-undangan dan mengolah dan mengkaji hasil evaluasi dan laporan
periodik dari Pengadilan Negeri untuk dilaporkan kepada Pimpinan Pengadilan.

10. Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana,
serta pengelolaan teknologi informasi. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi : Penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan
penyusunan program dan anggaran, penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan
formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat,
pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan
Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan
disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian, Penyiapan bahan
pelaksanaan penelaahan, penataan dan evaluasi organisasi dan tata laksana,
Penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informatika dan statistik,
Penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan.

11. Kepala Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan
surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan,
perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta
penyusunan laporan. Bagian Keuangan dan Umum mempunyai fungsi : Pelaksanaan
urusan surat menyurat, Kkearsipan, dan penggandaan, Pelaksanaan wurusan
perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan
perpustakaan, Pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan
masyarakat, Pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan
verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan, penyiapan
bahan pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

12. Sub Bagian Perencanaan Program dan Anggaran mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan pelaksanaan program
dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

13. Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi bertugas melaksanakan
penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan
teknologi informasi dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta

penyusunan laporan.
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14. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan bertugas melaksanakan penyiapan bahan
urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi,
pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan
pemantauan, serta penyusunan laporan.

15. Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melaksanakan
penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan
pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan,
keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat

16. Panitera Pengganti mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan
mencatat jalannya sidang Pengadilan bertugas membantu Hakim dalam hal :
membuat penetapan hari sidang, membuat penetapan terdakwa tetap ditahan,
dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya, mengetik putusan.
Perkara yang sudah putus berikut amar putusannya dan menyerahkan berkas

perkara kepada Panitera Muda Pidana bila telah selesai dimutasi.
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
o o

4.1 TARGET KINERJA

Rencana Strategis 2020 - 2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai
Rencana Jangka Pembangunan Menengah (RJPM) yang telah ditetapkan dan dijadikan
sebagai pedoman perencanaan jangka pendek yang dibuat setiap tahun anggaran.

Untuk merealisasikan tahapan perencanaan lima tahunan tersebut,
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah telah menyusun Rencana Kinerja Tahun 2020
sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pengadilan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
Penyusunan Rencana Kinerja telah diupayakan seiring dan sejalan pasca
diberlakukannya Reformasi Birokrasi jilid Il Mahkamah Agung RI dengan cetak birunya
(Blue Print).

Rencana Kinerja ini sebagai tonggak awal Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah dalam menancapkan pondasi-pondasinya dalam membangun
sebuah system pelayanan berbasi jaminan kepastian bagi masyarakat dengan
penerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta Alur Kerja yang telah
dibangun, hal ini dioptimalkan dan sebagai upaya perbaikan secara kontinyu sesuai
dengan dinamika perubahan yang terjadi. Adapun Target Rencana Kinerja Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :
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RENCANA KINERJA
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
2020

1. | Terwujudnya proses peradilan | a. Persentase Sisa perkara yang

yang pasti, Transparan dan diselesaikan :
Akuntabel - Pidana 100 %
- Perdata 100 %
b. Persentase perkara yang
diselesaikan tepat waktu :
- Pidana 96 %
- Perdata 96 %
c. Persentase penurunan sisa perkara
- Pidana 95 %
- Perdata 95 9
- Tipikor 95 0

d. Persentase Perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum setelah
perkara putus di tingkat banding

S Pidana 60 %
ot
) 35%

e. Index responden pencari keadilan
yang puas terhadap layanan 87 %
Peradilan

2. | Peningkatan Efektifitas [a. Persentase salinan putusan yang
pengelolaan penyelesaian dikirim ke pengadilan pengaju tepat
perkara waktu

- Pidana 100 %
- Perdata 100 %
- Tipikor 100 %

b. Persentase putusan perkara yang
menarik perhatian masyarakat yang
dapat diakses secara online dalam 100 %
waktu 1 hari setelah di putus

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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4.2 KERANGKA PENDANAAN
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target
rencana Kkinerja juga ditentukan oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2020 yang terdiri dari:
1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang,
dan Belanja Modal

2. DIPA (03) Badan Peradilan Umum, meliputi Program Peningkatan manajemen

Peradilan.

Alokasi anggaran dipergunakan untuk melaksanakan berbagai program

sebagai berikut :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah
Agung, merupakan program untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber
daya manusia yang berkualitas dalam rangka peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 20.415.850.000,- kegiatan pokok
yang dilaksanakan dalam program ini meliputi:

- Pemenuhan Kesejahteraan Hakim dan para pegawai di lingkungan Pengadilan
Tinggi Palu.

- Pemenuhan Biaya operasional di lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
(Biaya Pemeliharaan Gedung, rumah dinas, perawatan kendaraan, belanja
keperluan perkantoran, langganan daya dan jasa, sewa gedung kantor,
perjalanan dinas dalam rangka pembinaan dan pengawasan ke pengadilan tk
pertama dan koordinasi kepusat)

- Pemenuhan Biaya non operasional (Bimbingan teknis dalam rangka

peningkatan kemampuan aparat pengadilan dan Biaya penanganan Covid-19 )

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan
untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 122.000.000,- kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam
program ini meliputi. Program ini meliputi kegiatan pengadaan perangkat pengolah
data dan komunikasi yaitu PC kepaniteraan, dan pengadaan peralatan fasilitas

perkantoran.
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3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk
mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi
perkara, dan aksebilitas masyarakat terhadap peradilan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 257.540.000,- kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini
meliputi. Program ini meliputi beberapa kegiatan 1). Perkara Peradilan umum yang
diselesaikan ditingkat banding yang tepat waktu ; 2). Perkara pidana korupsi yang
diselesaikan ditingkat banding di wilayah Sulawesi Tengah. Dengan komponen yaitu
Pencatatan register perkara banding, Minutasi, Pengiriman salinan putusan kepada
pengadilan pengaju, dan pengiriman surat penahanan. 3). Pembinaan dan
Pengawasan ke pengadilan Tk pertama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah.
Adapun Matriks Pendanaan Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah sebagai berikut :

MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

2022

231.560.000

21.501.508.000]  21.501.508.000

137.500.000]  137.500.000

20.795.390.000 21.870.568.000] 21.870.568.000

Tabel 6. Matriks Pendanaan Tahun 2020-2024 Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
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BAB IV

PENUTUP
o o

encana strategis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tahun 2020-2024
diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai
dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat
internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk
menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang
ditetapakan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta

output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Review Rencana stretegis Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah harus terus
disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari
kemungkinan perubahan. Melalui Review renstra ini diharapkan dapat membantu
pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap

kegiatan yang dikelola.

Dengan Review Renstra ini pula, diharapkan unit-unit Kkerja dilingkungan
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi
pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020-2024,

sehingga visi dan misi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dapat terwujud dengan baik.
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REVIEW MATRIKS RENSTRA 2020-2024
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

TUJUAN TARGET SASARAN TARGET STRATEGIS
INDIKATOR (JANGKA INDIKATOR
URAIAN KINERJA MENENGAH) URAIAN INDIKATOR KINERJA 2020 2021 2022 2023 2024 PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN TARGET Rp.
1.Memenuhi [Persentase perkara 1.Terwujudnya Q.Persentase sisa perkaral Dukungan Pembinaan Penyelenggaraan | 12 Bulan
kebutuhan yang diselesaikan| proses peradilan| yang diselesaikan manajemen Administrasi dan Operasional Layanan 21.501.508.000
menyelesai [tepat waktu: yang pasti, - Pidana 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | pelaksanaan | Pengelolaan Perkantoran dan| A
kan perkara- Pidana 100 % transparan dan | - Perdata 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Tugas teknis| Keuangan Badan [Non Operasional
dan - Perdata 100 % akuntabel - Tipikor 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | lainnya MA Urusan Satker Daerah
kepuasan  Tipikor 100 % b.Persentase perkara yang Administrasi
masyarakat diselesaikan tepat waktu:
pencari - Pidana 96 % 97% | 97.5% | 98% | 98.5%
keadilan - Perdata 96 % 97% | 97.5% | 98% | 98.5%
- Tipikor 96 % 97% | 97.5% | 98% | 985%
c. Persentase penurunan sisa
perkara
- Pidana 95 % 95 % 97 % 97 % 98 %
- Perdata 95 % 95 % 97 % 97 % 98 %
- Tipikor 95 % 95 % 97 % 97 % 98 %

d.Persentase perkara yang
tidak mengajukan upayal
hukum setelah ditingkat]

banding

- Pidana 60 % 60 % 62 % 63 % 63 %
- Perdata 40 % 40 % 45 % 45 % 45 %
- Tipikor 35 % 35 % 40 % 40 % 40 %

e.Index responden pencari
keadilan yang puas, 87 % 87 % 90 % 90 % 90 % [Peningkatan  [Pengadaan Sarana [Pengadaan Sarana 12 Bulan

terhadap layanan| Manajemen dan Prasaranadi  [dan Prasarana| Layanan
peradilan peradilan umumlLingkungan Pendukung SIPP 137.500.000,-
2.Peningkatan IMahkamah Agung
2.Meningkat | Persentase 100 % Efektifitas h. Persentase salinanl
kan putusan perkara Pengelolaan putusan yang dikirim ke
efektifitas yang menarik Penyelesaian pengadilan pengaju tepat
pengelolaan| perhatian Perkara waktu
penyelesaia| masyarakat yang - Pidana 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
nperkara | dapat diakses - Perdata 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
secara online - Tipikor 100% | 100% | 100% | 100% | 100 %
dalam  waktu 1 b.Persentase putusan
hari setelah perkara tipikor  yang Peningkatan | Peningkatan Perkara Peradilan{135 Perkara|
diputus menarik perhatian| 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Saranadan Manajemen Umum yang
masyarakat yang dapat] Prasarana Peradilan Umum [Diselesaikan  di 231.560.000,-,
diakses secara  online| Aparatur Tingkat Pertama
dalam waktu 1  hari Mahkamah dan Banding|
setelah diputus Agung Secara tepat

waktu




MATRIK RENCANA STRATEGIS KINERJA 2020 - 2024

Visi : Mendukung Terwujudnya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Yang Agung
Misi
1. Menjaga Kemandirian pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA (% ) KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
STRATEGIS KINERJA 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024
1. |MemenuhiKebutuhan| 1. Peningkatan |a. Persentase sisa perkara yang Jumlah Penyelesaian sisa
penyelesaian penyelesaian | diselesaikan perkara di tingkat
perkara perkara - Pidana 100 100 100 100 100 banding
- Perdata 100 [ 1200 [ 100 [ 100 [ 100
~Tipikor 100 [ 200 [ 200 [ 1200 [ 100
b. Persentase perkara yang . .| Peningkatan |Jumlah Penyelesaian
) . Penyelesaian perkara di . o
diselesaikan tepat waktu Pengadilan Manajemen  [perkara di tingkat
- Pidana 9 97 97,5 98 98,5 peradilan umum [banding yang tepat waktu
- Perdata 96 97 97,5 98 98,5
- Tipikor 96 97 97,5 98 98,5
c. Persentase penurunan sisa perkara Jumlah penurunan sisa
- Pidana 95 95 97 97 98 perkara di tingkat
- Perdata 95 95 97 97 98 banding
- Tipikor 95 95 97 97 98




NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA ( %) KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
STRATEGIS KINERIA 2020 | 2021 | 2022 2023 2024
d. Persentase perkara yang tidak Penyelesaian perkara di Peningkatan Penelitian berkas perkara
mengajukan upaya hukum setelah pengadilan Manajemen Peradilan |yang tidak mengajukan
di tingkat banding (kasasi, PK) Umum upaya hukum setelah di
- Pidana 60 60 62 63 63 tingkat banding
- Perdata 40 40 45 45 50
- Tipikor 35 35 40 40 45
e. Index responden pencari keadilan 87 87 90 90 90 Standar Pelayanan  |Dukungan manajemen | Survey tingkat kepuasan
yang puas terhadap layanan Peradilan pelaksanaan Tugas pencari keadilan yang
peradilan teknis lainnya MA puas terhadap layanan
peradilan
2. |Meningkatkan Efektifitas | 2. Peningkatan a. Persentase salinan putusan yang Standar Pelayanan  |Peningkatan Tindak lanjut salinan
Pengelolaan efektifitas diterima oleh pengadilan pengaju Peradilan Manajemen Peradilan | putusan perkarayang
penyelesaian Perkara tepat waktu Umum diterima oleh pengadilan
- Pidana 100 100 100 100 100 pengaju
- Perdata 100 100 100 100 100
- Tipikor 100 100 100 100 100
3. Peningkatan b. Persentase putusan pekara yang 100 100 100 100 100 Penerapan Sistem  |Dukungan manajemen |Publikasi dan

aksesbilitas
masyarakat
terhadap peradilan
(access to justice)

menarik perhatian masyarakat
yang dapat diakses secara online
dalam waktu 1 hari setelah diputus
- Tipikor

Informasi Manajemen
Perkara berbasis
Elektronik

pelaksanaan Tugas
teknis lainnya MA

transparansi proses
penyelesaian dan
putusan perkara




HUBUNGAN TUJUAN SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN TARGET KINERJA

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET KINERJA (%)
STRATEGIS KIN ERJA 2020 2021 2022 2023 2024
1. Memenuhi Kebutuhan Peningkatan a. Persentase sisa perkara yang
penyelesaian penyelesaian diselesaikan
perkara perkara - Pidana " 100 [ 100 [ 100 [ 100 [ 100
- Perdata ™ 100 [ 100 [ 100 [ 100 [ 100
- Tipikor ™ 100 [ 100 [ 100 [ 100 [ 100
b. Persentase perkara yang diselesaikan
- Pidana 96 97 97,5 o8 98,5
- Perdata 96 97 97,5 o8 98,5
- Tipikor 96 97 97,5 o8 98,5
c. Persentase penurunan sisa
perkara
- Pidana 95 95 97 97 98
- Perdata " o5 [ o5 97 97 o8
- Tipikor ™ o5 [ os 97 97 o8
d. Persentase perkara yang tidak
mengajukan upaya hukum setelah
di tingkat banding (kasasi, PK)
- Pidana 60 60 62 63 63
- Perdata 40 40 45 45 50
- Tipikor 35 35 40 40 45
e. Index responden pencari keadilan yang 87 87 90 90 90
puas terhadap layanan peradilan
2. Meningkatkan Efektifitas 2. Peningkatan Efektifitas a. Persentase salinan putusan yang diterima
Pengelolaan Penyelesaian Pengelolaan Penyelesaian oleh pengadilan pengaju tepat waktu
Perkara Perkara - Pidana 100 100 100 100 100
- Perdata 100 100 100 100 100
- Tipikor 100 100 100 100 100
Peningkatan aksesbilitas b. Persentase putusan perkara yang menarik
masyarakat terhadap peradilan perhatian masyarakat yang dapat diakses
(access to justice) secara online dalam waktu 1 hari setelah
putus
- Tipikor 100 100 100 100 100




HUBUNGAN TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR, KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN
STRATEGIS KINERJA
1. Memenuhi Kebutuhan Peningkatan a. Persentase sisa perkara yang Jumlah Penyelesaian sisa
penyelesaian penyelesaian diselesaikan perkara di tingkat banding
perkara perkara - Pidana
- Perdata
- Tipikor
b. P(_ersentase perkara yang Pemvdesaian pertars el Penlngkatan Jumlah Penyelesaian
diselesaikan tepat waktu Pengadilan Manajemen perkara di tingkat banding
- Pidana peradilan umum vang tenpat waktu
- Perdata
- Tipikor
c. Persentase penurunan sisa perkara Jumlah penurunan sisa
- Pidana perkara di tingkat banding
- Perdata
- Tipikor
d. Persentase perkara yang tidak Penyelesaian perkara di Peningkatan Penelitian berkas perkara
mengajukan upaya hukum setelah pengadilan Manajemen yang tidak mengajukan
di .tmgkat banding (kasasi, PK) Peradilan Umum [upaya hukum setelah di
- Pidana tingkat banding
- Perdata
- Tipikor
e. Index responden pencari keadilan Standar Pelayanan Dukungan Survey tingkat kepuasan
yang puas terhadap layanan Peradilan manajemen pencari keadilan yang puas
peradilan pelaksanaan Tugas |terhadap layanan peradilan
teknis lainnya MA
2. Meningkatkan Efektifitas Peningkatan efektifitas a. Persentase salinan putusan yang

Pengelolaan
penyelesaian Perkara

pengelolaan
perkara

Peningkatan aksesbilitas
terhadap peradilan
(access to justice)

b.

diterima oleh pengadilan pengaju
tepat waktu

- Pidana

- Perdata

- Tipikor

Persentase putusan pekara yang

menarik perhatian masyarakat
yang dapatdiakses secara online

dalam waktu 1 hari setelah diputus

- Tipikor

Standar Pelayanan

Peradilan

Penerapan Sistem
Informasi Manajemen

Perkara berbasis
Elektronik

Peningkatan
Manajemen
Peradilan Umum

Dukungan
manajemen
pelaksanaan Tugas
teknis lainnya MA

Tindak lanjutsalinan
putusan perkara yang
diterima oleh pengadilan
pengaju

Publikasi dan transparansi
proses penyelesaian dan
putusan perkara




MATRIKS PENDANAAN TAHUN 2020 - 2024
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

2022

231.560.000

21.501.508.000

137.500.000

21.870.568.000
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SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH
NOMOR W21-U/150/0T.01.2/X11/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
REVIEW RENCANA STRATEGIS 2020 — 2024

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

KETUA PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH

Menimbang : a. Untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Nomor 5 Tahun 2019 Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis
Kementrian / Lembaga (RENSTRA K/L) 2020-2024 ;

b. Dengan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
Tahun 2020-2024 maka Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah perlu meninjau
kembali atau mereview untuk penyempurnaan Rencana Strategis ;

c. Nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini
dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Tim
Penyusunan tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1982 tentang Pembentukan Pengadilan

Tinggi Sulawesi Tengah ;

2. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-
undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

3. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi ;

4. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

5. Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;

PROSEDUR MUTU
TAPM.F.PM.05.01-Rev.00 @ All Rights Reserved
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6. Undang-undang Nomor :50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-

undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Tinggi.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama ;
9. PERMA No 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan

dan Kesekretariatan Peradilan

1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor 192/KMA/SK/X1/2016
tentang Penetapan Review Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI;
Surat Sekretaris Mahkamah Agung R1 Nomor 931A/SEK/OT.01.2/11/2020

Memperhatikan :
2.
Tanggal 27 November 2020 Tentang Penyampaian Dokumen SAKIP

Ditetapkandi Palu
17 Desember 2020.
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